
BUPATI ACEH JAVA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR7TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh
Merdeka (Memorandum of Understanding Between The
Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh
Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan
komitmen mereka \intuk menyelesaikan konflik Aceh secara
damai, menyelxiruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi
semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan
kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat
diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Barang Milik Kabupaten yang merupakan unsur
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah harus dikelola secara tertib
memenuhi asas-asas akuntabel, fungsional, kepastian
hukum, kepastian nilai, efektif, dan transparan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut
tentang pengelolaan barang milik daerah diatur dengan
Peraturan Daerah;

d. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten tidak
sesuai lagi sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang
Pengelolaan Barang Milik Kabupaten;










































































































